
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 

NOMOR 6  TAHUN 2004 
 

TENTANG KETENAGAKERJAAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
 

Menimbang : a . bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di  Daerah,  tenag a kerja  
mempunyai  peranan dan  kedudukan yang sangat  penti ng  sebagai  
pelaku dan  tujuan pembangunan;  

  b . bahwa sesuai  dengan peranan dan  kedudukan tenaga kerja  
sebagaimana dimaksud pada huru f  a,  diperl ukan  pembangunan  
Ketenagakerj aan  sehingga dapat  meningka tkan  kual i tas  tenaga 
kerj a dan  peran  sertanya dalam Pembangunan Daerah;  

  c. bahwa Pera tu ran Daerah  yang mengatur  Ke tenagakerj aan  di  
P ropinsi  DK I Jakarta  per lu  di t injau kembal i  sehubungan dengan  
perkembangan  pembangunan Ketenagakerjaan  dan  penyesuaian  
dengan peratu ran  perundang -undangan; 

  d . bahwa un tuk  m aksud tersebut ,  d iperl ukan  pengatu ran  
Ketenagakerj aan  yang menyelu ruh  dan  komprehensi f  anta ra  lain  
mencakup  pembangunan sumber daya  manusia,  peningka tan  
p roduk ti vi tas  dan  daya  saing  tenaga ker ja,  upaya  per luasan  
kesempatan  kerja , pelayanan  penempatan tenaga kerja , dan  
pembinaan hubungan Indust ri al  ser ta  perl i ndungan tenaga Kerj a;  

  e . bahwa sehubungan dengan hal  te rsebut  pada huruf  a,  b,  c ,  dan  
huruf  d  di  atas ,  perl u  menetapkan ketentuan  mengenal  
Ketenagake rj aan dengan Peraturan  Daerah.  

Mengingat   : 1 . Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1951 ten tang Berlakunya  Undang -
undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23  dari  
Republ ik  Indones ia  untuk  Selu ruh  Indonesia  (Lembaran Negara  
Republ ik  Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 ) ; 

  2 . Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1970 tentang  Keselamatan  Kerja  
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1970 Nomor  1,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);  

  3 . Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1981 ten tang W aj ib  Lapor 
Ketenagakerj aan di  Perusahaan (Lemba ran  Negara Republ ik  
Indones ia  Tahun1981 Nomor 39,  Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 320); 

  4 . Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1992 tentang  Jaminan Sosial  
Tenaga Kerj a  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1992 
Nomor 14,  Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3468);  

  5 . Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1997 tentang  Penyandang Cacat  
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1997 Nomor 32,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);  

  6 . Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten tang  Pajak Daerah  dan  
Ret ri busi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 
1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3685) 
sebagaimana telah  diubah dengan Undang -undang Nomor 34  Tahun 
2000 (Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 
246 , Tambahan Lebaran  Negara Nomor 4048);  



  7 . Undang-Undang  Nomor 22  Tahun 1999 ten tang  Pemerin tahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 
60,  Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3839);  

  8 . Undang-Undang Nomor 25  Tahun 1999 tentang  Perimbangan 
Keuangan antara  Pemerin tahan Pusa t  dan  Daerah  (Lembar an  
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 72,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848);  

  9 . Undang-Undang Nomor 34  Tahun 1999 ten tang  Pemerin tahan 
P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Negara  Republ ik  Indonesia  Jakarta  
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia Tahun 1 999 Nomor 146,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);  

  10. Undang-Undang Republ ik  Indonesia Nomor 1  Tahun 2000 tentang  
Pengesahan ILO Conventi on  No.  182  Concerning  the  P rohibi t ion  
and  Immediate  Action  fo r  the  El im inati on  of  the  W orst  Forms  of  
Chi ld  Labour (Konvensi  ILO No.  182  Mengenai  Pe la rangan Dan 
Tindakan Segera  Penghapusan Bentuk -bentuk  Pekerjaan  Terburuk  
Untuk  Anak )  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2000 
Nomor 30,  Tambahan Lembaran  Negara Nomor 394  1 );   

  11. Undang-Undang  Nomor 21  Tahun 2000  ten tang  Ser ikat  
Pekerja /Serikat  Buruh (Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun  
2000 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3989);   

  12. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003 ten tang  Ketenagakerj aan  
( lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2003Nomor 39,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);  

  13. Undang-Undang Nomor 2  tahun  2004 tentang  Penyelesaian  
Persel is ihan  Hubungan Indust rial  (Lembaran  Negara  Republ ik  
Indones ia  Tahun 2004 Nomor 6,  Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4356);  

  14. Peraturan  Pemeri ntah  Nomor  71  Tahun 1991 ten tang  Lati han  Kerja  
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1991 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3458);  

  15. Peraturan  Pemeri ntah  Nomor 43  Tahun 1998 ten tang  Upaya 
Peningka tan  Kesejahte raan  Sosial  Penyandang Cacat  (Lembaran  
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun 1998 Nomor 70,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3754);  

  
16. Peraturan  Pemerin tah  Nomor 14  Tahun 1993 tentang  

Penyelenggaraan  Program  Jaminan Sosial  Tenaga Kerja  (Lembaran  
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun 1993 Nomor 20,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3520);  

  17. Peraturan  Pemerin tah Nomor 25  Tahun 2000 ten tang Kewenangan 
Pemeri ntah  dan  Kewenangan P ropinsi  sebagai  Daerah  Otonom 
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  

  18.  Peratu ran  Peme rin tah  Nomor 66  Tahun 2001 ten tang  Ret ribus i  
Daerah  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 
119 , Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4139);  

  19. Keputusan  Presiden  Nomor 4  Tahun 1980 ten tang  W aj ib  Lapor 
Lowongan Pekerjaan;  

  20. Keputusan  P residen  Nomor 75  Tahun 1995 ten tang  Penggunaan 
Tenaga Kerja  W arga Negara  Asing Pendatang ;  

  21. Peraturan  Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor 3  
Tahun 1988 ten tang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipi l  d i  L ingkungan 
Pemeri ntah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (Lembaran  Daerah  
P ropinsi  Khusus  Ibuko taJakarta Tahun1986 Nomor  91) ; 



  22. Peraturan  Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor 3  
Tahun 2001 tentang  Bentuk  Susunan Organisasi  dan  Ta ta  Kerja  
Perangkat  Daerah  dan  Sek re ta ri at  Dewan Perwaki l an  Rakyat  
Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (Lembaran  Daerah  
P ropinsi  Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2001Nomor 66).  

 

Dengan perse tujuan 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH  

PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA TENTANG KETENAGAKERJAAN 

 

BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peratu ran  Daerah i ni  yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah P ropinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta .  

2.  Pemeri ntah  Daerah  adalah  Pemeri ntah  Propinsi  Daerah  Khusu s 
Ibukota Jakarta .  

3.  Gubernur adalah  Gubernur P rop insi  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakarta .  

4.  Dewan Perwaki lan  Rakyat  Daerah  adalah  Dewan Perwaki l an  Rakyat 
Daerah Propinsi  Daerah  Khusus Ibuko ta Jakarta.  

5.  D inas  Tenaga Kerj a  dan  Transmigrasi  adalah  Dinas  Tenaga Kerja 
dan  Transmigrasi  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibuko taJakarta.  

6.  Lembaga Kerjasama Biparti t adalah fo rum komunikasi , konsultasi , 
dan  musyawarah mengenal  ha l -hal  yang  berkai tan  dengan hubungan 
Indust rial  di  sa tu  perusahaan yang anggotanya  te rdi ri  da ri  pengusaha 
dan  s erikat  pekerj a/serikat  buruh  yang sudah te rca ta t di  Instansi  
yang  bertanggungjawab di  bidang Ketenagakerjaan  atau  unsur 
pekerja /buruh .  

7.  Lembaga Kerj asama Tr ipar ti t  adalah  fo rum  komunikasi ,  konsultasi , 
dan  musyawarah ten tang  masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya 
te rdi ri  da ri  unsur o rganisasi  pengusaha,  serika t  pekerja /serikat 
buruh , dan pemeri ntah .  

8.  Perusahaan ada lah : 

a . Setiap bentuk  usaha yang berbadan hukum a tau tidak,  m i l ik  
o rang  perseorangan,  m i l ik  perseku tuan,  a tau  m i l ik  badan hukum,  
baik  m i l ik swasta mau pun mi l ik  negara,  yang  mempekerjakan  
pekerja /buruh  dengan membayar upah a tau  Imbalan  dalam bentuk  
la in; 

b . Usaha-usaha sosial  dan  usaha -usaha l ain  yang  mempunyai  
pengurus  dan  mempekerj akan  orang  lain  dengan membayar upah  
a tau imbalan  dalam bentuk l ain .  

9.  Pengusaha adalah:  
a . Orang  perorangan,  persekutuan  atau  badan hukum  yang  

menjalankan suatu  perusahaan mi l ik send iri ;  

b . Orang  perorangan,  perseku tuan,  atau  badan hukum  yang secara  
berdi ri  sendi ri  menjalankan  perusahaan bukan mi l iknya; 



c. Orang perorangan,  perseku tuan  a tau  badan hukum  yang berada 
di  Indonesia  mewaki l i  pe rusahaan sebagaimana dimaksud pada  
huruf  a  dan  huru f  b,  yang  berkedudukan di  lua r  w i layah 
Indones ia. 

10.Serikat  Pekerj a/Serika t  Buruh  adalah  o rganisasi  yang  di bentuk  dari , 
ol eh  dan  untuk  pekerj a/buruh  baik  di  perusahaan maupun di l uar 
perusahaan,  yang  bersi fat  bebas ,  te rbuka ,  mandi ri ,  demok ratis  dan 
bertanggungjawab guna memperj uangkan,  membela  ser ta  mel indungi 
hak  dan  kepentingan  pekerj a/buruh serta men ingkatkan 
kesejahteraan pekerja /buruh  dan keluarganya .  

11.Tenaga Kerj a  adalah  setiap  o rang  yang mampu melakukan peker jaan 
guna menghasi lkan  barang  dan /atau  jasa  baik  untuk  memenuhi 
kebu tuhan sendi ri  maupun untuk masyarakat .  

12.Penyandang caca t  adalah  seti ap  o rang  yang mempunyai  kela inan 
f is ik  dan  a tau  mental ,  yang  dapa t  mengganggu a tau  merupakan 
r in tangan dan  hambatan  baginya  un tuk  melakukan kegiatan  secara 
selayaknya  yang te rdi ri  da ri :  

a . penyandang cacat  f is ik ;  

b . penyandang cacat  mental ;  

c. penyandang cacat  f is ik  dan mental .  

13.Tenaga Kerj a  Asing  adalah  w arga  negara  asing  pemeg ang vis a 
dengan maksud bekerja  di  w i layah Indones ia.  

14.Pekerja /buruh  adalah  seti ap  o rang  yang bekerj a  dengan menerima 
upah a tau Imbalan dalam bentuk  lai n.  

15.Pemberi  ke rja  adalah  o rang  perseorangan, pengusaha,  badan 
hukum,  a tau  badan -badan lai nnya  yang mempeker jakan  tenaga Kerja 
dengan membayar upah atau  imbalan dalam bentuk  lai n.  

16.Pengguna Jasa  adalah  Instansi  Pemerintah  atau  Badan Usaha 
berbentuk  badan hukum, perusahaan dan  perorangan di  dalam atau 
di  lua r neger i  yang  ber tanggungjawab mempekerjakan  tenaga kerja . 

17.Pramuwisma adalah  tenaga ker ja  yang  melakukan pekerjaan  pada 
rumah tangga dengan upah te r tentu .  

18.Bursa Kerja  adalah tempat penyelenggaraan pelayanan an ta r kerja .  

19.Hubungan Indus t rial  adalah  suatu  sis tem  hubungan yang te rbentuk 
antara  para  pelaku  dalam pros es  p roduksi  barang  dan/atau  jasa  yang 
te rdi ri  da ri  unsur pengusaha,  pekerj a /buruh  dan pemerin tah yang di  
dasarkan  pada ni l ai -ni lai  Pancasi la  dan  Undang -Undang Dasar 
Negara Republ ik Indonesia  Tahun 1945.  

20.Hubungan Kerj a adalah hubungan antara pengusaha denga n 
pekerja /buruh  berdasarkan perjanj ian Kerja ,  yang mempunyai  unsur 
pekerjaan , upah,  dan perin tah.  

21.Jaminan Sosial  Tenaga Kerj a  adalah  sua tu  perl i ndungan bagi  tenaga 
kerj a  dalam  bentuk  santunan berupa  uang sebaga i  pengganti  
sebagian  dari  penghasi lan yang  h i l ang atau  berkurang dan pelayanan 
sebagai  aki bat  peristiwa  a tau keadaan yang di layani  oleh  tenaga 
kerj a  berupa  kecelakaan kerja ,  saki t,  hamil ,  bersa l in,  har ta  tua  dan 
meninggal dunia.  

22.Anak  adalah  seti ap  o rang  yang berumur di bawah 18  (delapan be tas ) 
tahun . 

23.Pengawasan Ketenagakerj aan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan 
menegakkan pelaksanaan pera tu ran  perundang -undangan dihi dang 
ke tenaga kerjaan.  

24.Upah adalah hak  pekerja /buruh  yang di te rima dan  dinyatakan  dalam 
bentuk  uang sebagai  imbalan  dar i  pengusaha atau  pember i  ke rja 
kepada pekerj a/buruh  yang di tetapkan dan  d ibayarkan  menurut  sua tu 
perjan j ian  kerja,  kesepaka tan,  a tau,  peratu ran perundang -undangan, 



te rmasuk  tunjangan bagi  pekerj a/buruh  dan  keluarganya ,"  atas  sua tu 
pekerjaan  dan/atau  jasa  yang tel ah  atau  akan di lak ukan. 

25.Upah Minimum Propinsi  ada lah  upah minimum yang berlaku di  
P ropinsi  DK I Jakarta.  

26.Kesejahte raan  Pekerja /buruh  adalah  suatu  pemenuhan kebutuhan 
dan /a tau  keperluan  yang bersi fa t  jasmaniah  dan  rohaniah,  baik  di  
dalam maupun d i  l ua r hubungan Ker ja,  yang  se cara l angsung atau 
t idak  langsung dapat  mempertinggi  p rodukt i vi tas  Kerj a dalam 
l i ngkungan Kerja  yang aman dan sehat.  

27.Perj anj i an  Kerj a adalah  perjanj i an  antara pekerj a /buruh dengan 
pengusaha atau  pemberi  ke rja  yang  memuat  syara t -syara t  Kerj a, 
hak,  dan kewaj iban para pi hak .  

28.Peraturan  perusahaan adalah peratu ran  yang dibua t secara  te rtul is 
ol eh  pengusaha yang memuat syara t -syarat  ker ja  dan  tata te r tib 
perusahaan. 

29.Perj anj i an  Kerja  bersama adalah  perj anj ian  yang  m erupakan hasi l  
perundingan antara  serikat  pekerja /serika t  buruh  atau  beberapa 
serikat  pekerj a/ser ikat  buruh  yang te rcata t  pada  ins tansi  yang 
bertanggungjawab dibi dang Ketenagakerj aan  dengan pengusaha atau 
beberapa pengusaha, atau  perkumpulan pengusaha yang memuat 
syarat -syaratkerj a,  hak  dan kewaj iban  kedua be lah  pi hak. 

30.Mogok  Kerj a  adalah  ti ndakan pekerja /buruh  yang di rencanakan dan 
di laksanakan secara  bersama-sama dan/atau  oleh  Serikat 
Pekerja /Serikat  Buruh  untuk  menghentikan  atau  memperlambat 
pekerjaan . 

31.Penutupan Perusahaan (lock  out )  adalah  ti ndakan pen gusaha untuk 
menolak  pekerj a/buruh  selu ruhnya ,  a tau  sebagian  untuk  menjal ankan 
pekerjaan . 

32.Pemutusan Hubungan Kerja  adalah pengakhi ran hubungan Kerj a 
karena  suatu  hal  te rtentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan 
kewaj i ban anta ra peker ja /buruh dan  pengusa ha. 

33.Lembaga Ak reditasi  Lembaga Pelati han  Kerj a  adalah  lembaga yang 
melakukan peni l aian  dan  memberikan  pengakuan s ta tus  p rogram 
pela tihan  Kerja  berbasis kompetensi  yang  disel enggaran  ol eh 
lembaga pela tihan ker ja berdasarkan k ri te ria  standar kompetensi .  

34.Balai  La tihan  Kerj a  adalah  Balai  La tihan  Kerja  Pemerintah  Propinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

35.Lembaga Pelati han  Kerja  adalah  lembaga yang menyelenggarakan 
pela tihan  kerja  bagi  tenaga kerj a  dan  memenuhi  persyara tan  yang 
di te tapkan. 

36.Pelat ihan Kerja  adalah  kese lu ruhan kegia tan untuk  memberi , 
memperoleh,  meningka tkan ser ta  mengembangkan kompetensi  Kerj a, 
p roduk ti vi tas,  dis ipl i n,  s ikap  dan  e tos  Kerj a sesuai  dengan jenjang 
dan  kual i tas j abatan  atau  pekerjaan  baik disek to r  fo rmal  maupun 
disekto r Info rmal.  

37.Serti f ik asi  kompetensi ,  adalah  p roses  penetapan dan  pengukuhan 
a tas  j enis  dan  ti ngka t  kompetensi  yang  dim i l ik i /  dikuasai  seseorang 
dengan standar kompetensi  yang  telah  d i te tapkan dan  ber laku  secara 
nasional .  

38.Pemagangan adalah  bagian  dari  s istem pela tihan  Kerja  yan g 
diselenggarakan  secara te rpadu an ta ra  pela tihan di  lembaga 
pela tihan  dengan bekerj a  secara  langsung dibawah bimbingan dan 
pengawasan i nst ruk tu r  atau  pekerja  yang lebih berpengalaman, 
dalam  proses  p roduksi  barang  atau  Jasa  dalam rangka  menguasai 
ke te rampi l an  atau  keahl ian te rten tu.  

39.Serti f ikat  Pela tihan  adalah  tanda bukti  penetapan dan  pengakuan 
a tas  j enis  dan  ti ngkat  ke te rampi l an  yang  dim i l ik i /dikuasai  ol eh 



seseorang  sesuai  dengan s tandar p rogram pela tihan  yang 
di te tapkan. 

 

BAB II 

 
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 

 
Pasal 2 

 

Setiap  tenaga kerja  memil ik i  kesempatan  yang sama tanpa disk rim inas i  
untuk memperoleh  pekerjaan.  

 

Pasal 3 

 

Setiap  pekerja /buruh  berhak  memperoleh  perl akuan yang sama tanpa 
disk rim inasi  dari  pengusaha.  

 

BAB III  

 

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN  

INFORMASI KETENAGAKERJAAN 

 

Pasal 4 

 

Dalam  pembangunan Ketenagakerj aan  Daerah ,  Pemerin tah  Daerah 
menyusun dan  menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja  Daerah  sebaga i 
dasar dan  acuan dalam menyusun kebi j akan,  s trategi  dan  pelaksanaan 
p rogram pembangunan Ketenagakerjaanyang berkesinambungan.  

 

Pasal 5 

(1)   Perencanaan Tenaga Kerj a Daerah  disusun  berdasarkan  in fo rmasi 
 Ketenagakerj aan Daerah. 

(2)   In fo rmasi Ke tenagakerjaan  mel ipu ti : 
a . penduduk dan  tenaga Kerj a;  
b . kesempatan  Kerj a;.  
c. pela tihan Kerja  termasuk kompetensi  ke rja;  
d . p roduk ti vi tas tenaga kerj a;  
e . hubungan indust ri al ; .  
f . kondisi  l ingkungan kerj a;  
g . pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerj a;  dan  

h . jaminan sosial  tenaga kerja .  

(3)   In fo rmasi Ketenagaker jaan  Daerah  sebagaimana dimaksud pada  
 melal ui  ayat  (2 ) ,  di atu r  sua tu  sis tem yang  di tetapkan dengan 
 Keputusan Gubernur.  

 



BAB IV 

 
PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIV ITAS  

 
Pasal 6 

 

(1)  Setiap  tenaga Kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama 
untuk  memperoleh  dan  a tau  meningkatkan ,  mengembangkan 
ke te rampi l an , keahi i an  dan p rodukti vi tas  Ke rj a sesuai  dengan 
baka t,  m inat  dan  kemampuannya melalui  pe lati han  Ker ja,  
pemagangan dan p rodukti vi tas.  

(2)  Pemeri ntah  Daerah  menyiapkan tenaga Kerj a  s i ap  pakai  yang  
memil ik i  kompetensi  untuk  memenuhi  kesempatan  Kerj a  di  dalam 
dan di  lua r  negeri  melalui  peningk a tan kual i tas Balai  Latihan  Kerj a.  

(3)  Pengusaha bertanggungjawab a tas  pemberi an  kesempatan  kepada 
pekerjanya  sebaga imana dimaksud pada ayat  (1 )  untuk  
meningka tkan dan  mengembangkan kompetensi  pekerj anya .  

 

Pasal7 

 

(1 ) Pelat ihan kerj a dapat  diselenggarakan oleh : 
a . Balai  La tihan  Kerja  Dinas  Tenaga Kerj a dan  Transmigrasi :  
b . Lembaga Pela tihan Kerja  Pemerin tah/Pemeri ntah Daerah ;  
c. Lembaga Pela tihan Kerja  Swasta /Perusahaan. 

(2 ) Lembaga Pelat ihan  Kerj a  Pemeri ntah /Pemerintah  Daerah ,  yang  
menyelenggarakan pelati han  Kerja  waj ib  mendaf tarkan  kegia tannya  
kepada Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi .  

(3 ) Lembaga Pela tihan Kerja  Swasta waj i b memperoleh i z in te r tul is dari  
Gubernur. 

(4 ) Lembaga Pelati han  Kerja  Perusahaan yang menyelenggarakan  
pela tihan Kerja : 

a . t idak  memungut  bi aya  pela tihan  kerja  waj i b  memil ik i  tanda  
daf ta r; 

b . memungut  bi aya  pela tihan  kerj a waj i b  memil ik i  i zin  te rtul is  dari  
Gubernur.  

(5 ) Persyaratan  dan  ta tacara  un tuk  memperoleh  tanda daf ta r  dan  i zin  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ) , (3)  dan  ayat  (4 ),  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

(6 ) Pembentukan,  keanggotaan  dan  tata  Kerj a  Balai  Lati han  Kerja  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  hurut  a,  di tetapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

(7 ) Pembentukan,  keanggotaan  dan  tata  kerj a  Lembaga Pelati han  Kerja  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  b  dan  huru f  c,  
di te tapkan  sesuai  dengan  pera tu ranperundang -undangan  yang  
berlaku . 

 

Pasal8 

 

(1 )  Pelat ihan  kerj a  sebagaimana d imaksud dalam Pasal  7  aya t  (1 ) , 
di laksanakan dengan cara  pela tihan  Insti tusi onal,  pela tihan  ke l i l ing  
(m obi le  t raini ng uni t)  dan  pemagangan.  

(2 )  Pelat ihan  kerj a  yang  diselenggarakan  Dinas  Tenaga Kerja  dan 
Transmigrasi  dapat di laksanakan beKerjasama dengan pi hak  ket iga .  

 



Pasal9 

 

(1 )  Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  ayat  (1 ) dapat  
 di laksanakan di  Daerah,  l uar  Daerah  dan  di  luar  negeri  oleh  
 Pemeri ntah Daerah , perusahaan a tau  anta r  perusahaan.  

(2 )  Pemagangan di l aksanakan a tas  dasar perjan j ian  pemagangan  
 antara  peserta  dengan pengusaha yang dibuat  secara  ter tul is  dan  
 di da ftarkan  pada Dinas  Tenaga Kerj a dan  Transmigrasi .  

(3 ) Perj anj i an  pemagangan sebagaimana dimaksud pada aya t  (2 ),  
sekurang -kurangnya  memuat  keten tuan  hak  dan  kewaj iban  peserta  
dan  pengusaha serta  jangka waktu pemagangan.  

(4 ) Pemagangan yang diselenggarakan  tidak  m elal ui  perjan j ian  
pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  di anggap tida k  
sah  dan  s ta tus  peserta  berubah menjadi  pekerja /buruh  perusahaan 
yang bersangkutan ,  

(5 ) Persyaratan  dan  tatacara pendafta ran  perjanj ian pemagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ,  dan  pelaksanaan 
pemagangan sebaga imana dimaksud pada ayat  (3 ),  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 10 

 

(1 )  Pemeri ntah  Daerah  melaksanakan pembinaan pelati han  Ker ja  dan 
pemagangan. 

(2 )  Pembinaan pela tihan  Kerja  dan  pemagangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1 )  dia rahkan un tuk  peningkatan  relevansi,  kual i tas  dan 
e fis iensi  penyele nggaraan pelati han  Kerj a dan  p roduk ti vi tas.  

(3 )  Peningka tan  p roduk ti vi tas  sebagaimana dimaksud pada aya t  (2 ) , 
di lakukan melal ui  pengembangan budaya  p roduk ti f ,  e tos  Kerja , 
teknologi , dan efis iensi  kegiatan ekonomi.  

(4 )  Untuk  meningka tkan  p rodukti vi tas  sebagaimana  dimaksud pada aya t 
(2 )  dan  ayat  (3) ,  dibentuk  Lembaga P roduk ti vi tas  Daerah  dengan 
keanggotaan  dan ta ta  Kerj a di te tapkan sesuai  dengan peratu ran 
perundang -undangan yang berlaku.  

(5 )  Lembaga Pela tihan  Kerja  sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 aya t 
(1 ) ,  dan  Lembaga Produkti vi tas  Daerah  sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal  10  aya t  (4 ) ,  d i lakukan ak reditasi  secara  berkala  oleh 
Lembaga Ak redi tasi  Pela tihan  Kerja .  

(6 )  Pembentukan,  keanggotaan  dan  ta ta  Kerja  Lembaga Ak reditas i  
Pelat ihan  Kerja  sesuai  dengan peratu ran  perundan g-undangan yang 
berlaku . 

 

Pasal 12 

 

(1 ) Tenaga Ker ja  yang  te lah  selesai  mengiku ti  pela tihan  Kerja  dan  a tau  
 pemagangan berhak memperoleh : 

a . Serti f ikat  pelati han Kerja;  

b . Ser ti f ikat  kompetens i :  

c. pengakuan kompetensi  dan  a tau kual i f ikasi  kete rampi lan/ 
keahl i an  Kerja  dalam bentuk  serti f ika t  kompetensi  dan  atau 
ke te rampi l an /keahl ian Kerja.  



(2 ) Serti f ikat  pelatihan  Kerja  d ikeluarkan  oleh  Balai  Lati han  Kerja  dan  
Lembaga Pelati han  Kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  
ayat  (1 ).  

(3 ) Serti f ikat  kompetens i  dikeluarkan  ol eh  Lembaga  Serti f ikasi  P ro fesi  
se tel ah  melalui  uj i  kompetens i .  

(4 ) U j i  kompetensi  sebaga imana d imaksud pada aya t  (3 ),  dapat  
diselenggarakan  di  Balai  La tihan  Kerj a  dan  Lembaga Pelati han  
Kerj a  sebagai Tempat  UJ I Kompetensi  (TUK) yang  tel ah  di ak redi tasi  
ol eh  Lembaga Serti f ikasi  P rofes i ,  

(5 ) Pembentukan keanggotaan dan ta ta  kerja  Lembaga Serti f ikasi  
P ro fesi  di tetapkan sesuai  dengan peratu ran  perundang -undangan 
yang berl aku . 

(6 ) Serti fkat  pela tihan  kerja  dan  ser ti f ikat  kompetensi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1 ) ,  menjadi  sal ah  satu  dasar untuk  
menetapkan t ingkatan jabatan pada bidang Kerj a te rten tu .  

(7 ) Organisasi  Lembaga Serti f ikasi  P ro fesi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (5 ),  di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 

 

BAB V 

 

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA  

 
Bagian Pertama 

 
Penempatan Tenaga Kerja  

 
Pasal 13 

 

(1 ) Setiap  tenaga Kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama 
untuk  memil ih,  mendapatkan,  atau  pi ndah pekerjaan  dan  
memperoleh penghasi lan yang  layak didalam atau  di  luar  negeri .  

(2 ) Hak  dan  kesempatan  un tuk  memil ih,  mendapatkan,  a tau  pindah 
pekerjaan  dan  memperoleh  penghasi l an  yang  l ayak  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) ,  di l akukan sesuai  dengan peratu ran  
perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 14 

 
(1 ) Penempatan tenaga Kerja te rdiri  da ri : 

a . penempatan tenaga Kerja  di  dalam negeri ;  
b . penempatan tenaga Kerja  di  lua r  negeri .  

(2 ) Ketentuan  mengena i  penempatan  tenaga Kerj a  sebagaimana 
dimaksud  pada ayat  (1 ) ,  dia tu r  sesuai  dengan pera tu ran perundang -
undangan  yang berlaku. 

 

Pasal 15 

 

(1)   Setiap  perusahaan waj i b  melaporkan  lowongan Kerj a kepada Dinas  
 Tenaga Kerja  dan Transmigrasi .  

(2)   Persyaratan  dan  ta ta  cara  pelaporan  lowongan sebagaimana 
 dimaksud pada aya t (1 ) , di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

(3)  Pemagangan yang diselenggarakan  tidak  m elal ui  perjan j ian  
pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  d i anggap tidak  
sah  dan  s ta tus  peserta  berubah menjadi  pekerja /buruh  perusahaan 
yang bersangkutan ,  



(4)  Persyaratan  dan  ta ta  cara  pendaftaran  perj anj i an  pemagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ,  dan  pelaksanaan 
pemagangan sebaga imana dimaksud pada ayat  (3 ),  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

(5)  Pemeri ntah  Daerah  melaksanakan pembinaan pelatihan  Kerja  dan  
pemagangan. 

(6)  Pembinaan pela tihan  Kerj a  dan  pemagangan sebagaimana 
dimaksud pada aya t  (1) ,  dia rahkan untuk  peningkatan  relevansi,  
kual i tas  dan  e fis iensi  penyel enggaraan  pelati han  Kerja  dan  
p roduk ti vi tas.  

(7)  Peningka tan p rodukti vi tas  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  
di lakukan melal ui  pengembangan budaya  p rodukti f,  e tos  Ker ja,  
teknologi , dan efis iensi  kegiatan ekonomi.  

(8)  Untuk meningkatkan  p roduk ti vi tas sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2 )  dan  ayat  (3) ,  d ibentuk  Lembaga P rodukt i vi tas  Daerah  dengan 
keanggotaan  dan  ta ta  kerj a  di te tapkan sesuai  dengan peratu ran  
perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 11 

 

(1)  Lembaga Pelati han  Kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  
ayat  (1 ) ,  dan Lembaga P rodukt i vi tas  Daerah  sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal  10  ayat  (4 ),  di lakukan akredi tasi  secara  berkala  oleh  
Lembaga Ak redi tasi  Pela tihan  Kerja .  

(2)  Pembentukan,  keanggotaan  dan ta ta  Kerj a Lembaga Ak redi tasi  
Pelat ihan  Kerj a  sesuai  dengan pera tu ran  perundang -undangan yang 
berlaku . 

Pasal 12 

 

(1 ) Tenaga Kerja  yang  telah selesai mengiku ti  pe lati han kerja  dan  a tau  
pemagangan berhak memperoleh : 

a . Serti f ikat  Pelati han  Kerj a ; 

b . Ser ti f ikat  Kompetensi ; 

c. Pengakuan  kompetens i  dan  atau  kual i f ikasi  
ke te rampi l an /keahl ian  k erj a  dalam bentuk  ser ti f ikat  kompetensi  
dan  a tau  ke te rampi lan/keahl ian  Kerj a.  

(2 ) Serti f ikat  pelatihan  Kerja  d ikeluarkan  oleh  Balai  Lati han  Kerja  dan  
Lembaga Pelati han  Kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  
ayat  (1 ). 

(3 ) Serti f ikat  kompetens i  dikeluarkan  ol eh  Le mbaga Serti f ikasi  P ro fesi  
se tel ah  melalui  uj i an kompetensi .  

(4 ) U j i  kompetensi  sebaga imana d imaksud pada aya t  (3 ),  dapat  
diselenggarakan  di  Balai  La tihan  Kerj a  dan  Lembaga Pelati han  
Kerj a  sebagai Tempat  UJ I Kompetensi  (TUK) yang  tel ah  di ak redi tasi  
ol eh  Lembaga  Serti f ikasi  P rofes i . 

(5 ) Pembentukan keanggotaan dan ta ta  kerja  Lembaga Serti f ikasi  
P ro fesi  di tetapkan sesuai  dengan peratu ran  perundang -undangan 
yang berl aku . 

(6 ) Serti fkat  pelatihan  Kerja  dan  serti f ika t  kompetensi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1 ) ,  menjadi  sal ah  satu  dasar untuk  
menetapkan t ingkatan jabatan pada bidang Kerj a te rten tu .  

(7 ) Organisasi  Lembaga Serti f ikasi  P ro fesi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (5 ),  di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 



BAB V 

 
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA  

 
Bagian Pertama  

 
Penempatan Tenaga Kerja  

 

Pasal 13 

 

(1)  Setiap tenaga kerja  mempunyai  hak dan  kesempatan  yang sama 
untuk  memil ih,  mendapatkan,  atau  pi ndah pekerjaan  dan  
memperoleh penghasi lan yang  layak di  dalam a tau di  l ua r negeri .  

(2)  Hak  dan  kesempatan  un tuk  memil ih,  menda patkan,  atau  pindah 
pekerjaan  dan  memperoleh  penghasi l an  yang  l ayak  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) ,  di l akukan sesuai  dengan peratu ran  
perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 14 

 
(1 ) Penempatan tenaga Kerja te rdiri  da ri  ;  

a . penempatan tenaga Kerja  di  dalam ne geri  
b . penempatan tenaga Kerja  di  lua r  negeri .  

(2 ) Ketentuan  mengenai  penempatan  tenaga kerj a  sebagaimana  
dimaksud  aya t (1) ,  dia tu r  sesuai dengan pera tu ran  perundang-
undangan  yang berlaku. 

(3 ) Setiap  perusahaan w aj ib  melaporkan  l owongan kerja  kepada Dinas  
Tenaga Kerja  dan Transmigrasi .  

(4 ) Persyaratan  dan  ta ta  cara  pelaporan  lowongan sebagaimana  
dimaksud pada aya t (1 ) , di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 16 

 

(1 ) Lembaga Penempatan  Tenaga Kerj a  sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 14  ayat (1)  huruf  a , te rdi ri  da ri  ;  

a . Burs a Kerja  Daerah; 

b . Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  Swas ta  Anta r  Kerja  Lokal  
(AKL); 

c. Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  Swas ta  Anta r  Kerja  Antar  
Daerah (AKAD); 

d . Bursa Kerja  Khusus Pemerintah ;  

e . Bursa Kerja  Khusus Swasta .  

(2 ) Pelaksana penempatan  tenaga kerj a  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  14  ayat  (1 )  huru f  b ,  adalah  Lembaga Penempatan  Tenaga 
Kerj a Anta r Kerj a Anta r Negara (AKAN).  

(3 ) Lembaga Penempatan  Tenaga Kerj a Swas ta  AKL,  AKAD, AKAN dan 
Bursa Kerja  Khusus Swasta  harus berbadan hukum. 

(4 ) Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  Swasta  AKL dan  Bursa  Kerja  
Khusus  sebagaimana dimaksud pada aya t (1)  huru f b dan huru f  d,  
dalam  melaksanakan pelayanan penempatan  tenaga Kerj a  waj ib  
memperoleh i z in te rtul is dari  Gubernur.  

(5 ) Lembaga Penempatan  Tenaga Kerj a  Swasta  AKAD dan AKAN 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) huru f c  dan  aya t (2) , sebelum 



melaksanakan pelayanan penempatan  tenaga Kerj a  waj ib  
memperoleh rekomendasi dari  Gubernur.  

(6 ) Pelaksana Penempatan  Tenaga Kerja  AKAN dalam melaksanakan 
penempatan  tenaga Kerj a  harus  te rlebih  dahulu  mendafta rkan  
kegia tannya  kepada Dinas Tenaga Kerja  danTransmigrasi .  

(7 ) P rosedur dan  ta tacara  un tuk  mendapatkari  i zin ,  rekomendasi  dan  
pendaf ta ran  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) ,  (5 )  dan  ayat  (6 ),  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

(8 ) Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  Sw as ta  MAD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  16 aya t (1 )  huruf  c , yang akan  melaksanakan 
perek ru tan Tenaga Kerja  MAD harus menunjukkan Surat  
Persetujuan Penempatan  Tenaga Kerj a MAD dari  Daerah penerima.  

 
Pasal 18 

 
(1)  Bursa  Kerja  Daerah  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  16 aya t (1)  

huruf  a di la rang  memungut biaya penempatan , baik  langsung 
maupun ti dak  langsung,  sebagian  a tau  keselu ruhan kepada tenaga 
Kerj a dan pengguna tenaga Kerja .  

(2)  Pelaksana Penempatan  Tenaga Kerja  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  16  ayat  (1 )  huru f  b ,  c,  d  dan  huru f  e,  hanya  dapat  memungut  
bi aya  penempatan  tenaga Kerj a  dari  pengguna tenaga Kerja  dan  
dari  tenaga Kerj a  untuk  golongan dan  j abatan  te rtentu  sesuai  
dengan peratu ran  perundang -undangan yang berlaku.  

 
Pasal 19 

 
(1)  Setiap  tenaga Kerja  penyandan g caca t  mempunyai  kesempatan  

yang sama untuk mendapatkan  pekerj aan  sesuai  dengan jenis  dan  
deraja t kecacatannya. 

(2)  Setiap  perusahaan memberikan  kesempatan  dan  perl akuan yang 
sama kepada penyandang cacat  dengan memperkerj akan  
penyandang caca t  di  perusahaan sesuai  dengan j enis  dan  dera jat  
kecaca tan ,  pendidikan  dan  kemampuannya yang jumlahnya  
disesuaikan  dengan jumlah  karyawan dan  a tau  kual i f ikasi  
perusahaan. 

(3)  Setiap  pengusaha waj ib  mempekerj akan  penyandang cacat  
sekurang -kurangnya  1  (sa tu )  o rang  penyandang cacat  un tuk  se tiap  
100  (sera tus ) orang pekerj a pada perusahaannya.  

(4)  Pengusaha sebagaimana dimaksud pada aya t  (3 ),  harus  
melaksanakan dan  melaporkan penempatan  tenaga Kerja  
penyandang cacat  kepada Gubernur.  

(5)  P rosedur dan  tatacara  pe laksanaan penempatan  ser ta  pe lap oran  
penempatan  tenaga Kerja  penyandang cacat  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (2 )  dan  aya t  (3 ),  di tetapkan sesuai  dengan 
peratu ran perundang -undangan yang berlaku.  

(6)  Penempatan  tenaga Kerja  penyandang cacat  selai n  di l akukan oleh  
Lembaga Pe layanan Penempatan  Swasta  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  16 ayat  (1 ) dan ayat  (2 ),  dalam melaksanakan 
pelayanan penempatan  tenaga Kerja  juga  dapat  d i lakukan oleh  
lembaga penempatan  tenaga Kerja  penyandang caca t  yang  
memperoleh i z in te rtul is dari  Gubernur.  

(7)  Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  Penyandang Cacat  harus  
berbadan hukum. 

(8)  Ta tacara un tuk  mendapatkan i zin  sebagaimana d imaksud pada ayat  
(1 ) , di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 



Pasal 21 

 

(1)  Lembaga penempatan  tenaga Kerja  penyandang caca t  sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal  21  a ya t  (1 ),  hanya  dapat  memungut  biaya  
penempatan  tenaga Kerj a dari  pengguna tenaga Kerja  dan  dari  
tenaga Kerj a  untuk  golongan dan  j aba tan  te rtentu  sesua i  dengan 
peratu ran perundang -undangan yang berlaku.  

(2)  D inas  dapat  mengupayakan pendayagunaan tenaga Kerja  
penyandang caca t  melalui  penempatan  dan  perluasan  kesempatan  
Kerj a. 

 

Pasal 22 

 

(1)  Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  AKAN waj ib  menyediakan  
tempat  penampungan tenaga Kerja  yang  memperoleh  Iz in  dari  
Gubernur. 

(2)  Tempat  penampungan tenaga Kerja  sebagaimana dimaksud pad a  
ayat  (1)  harus  memenuhi  s tandar dan  persyaratan  teknis  yang  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

(3)  Persyaratan  dan  tatacara  untuk  memperoleh i zin  sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1 ) , di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 
Bagian Kedua 

 
Perl uasan  Kesempatan Kerja 

 
Pasal 23 

 

(1)  Pemeri ntah  Daerah  dan  masyaraka t  bersama-sama mengupayakan 
perluasan  kesempatan  Kerj a,  baik di  dalam maupun di  luar  
hubungan Kerj a.  

(2)  (2 ) Perl uasan  kesempatan  Kerj a  di  lua r  hubungan Kerj a 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  di lakukan melalu i  penciptaan  
kegia tan  yang  p roduk ti f  dan  berkelanjutan  dengan mendayagunakan 
potensi  sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia  dan  teknologi  tepat  
guna. 

(3)  Pencip taan  kegiatan  sebagaimana dimaksud pada aya t  (2 ),  
di lakukan melalui  pola  pembentukan  dan  pembinaan tena ga Kerja  
mandiri ,  te rapan teknologi  tepa t  guna,  w i ra  usaha baru ,  perluasan  
Kerj a  s istim  padat  karya,  al i h  p ro fesi , dan pendayagunaan tenaga 
Kerj a  sukarela  atau  pola  lai n yang dapat  mendorong te rci ptanya  
perluasan  kesempatan Kerja .  

(4)  Lembaga keuangan baik  per bankan maupun non  perbankan,  dan  
dunia usaha dapat  membantu  dan  member ikan  kemudahan bags  
se tiap  keg iatan  masyarakat  yang dapat  mencip takan  a tau  
mengembangkan perluasan  kesempatan  kerja .  

(5)  Pelaksanaan ke ten tuan  sebagaimana dimaksud pada aya t  (3 ) dan  
ayat  (4 ),  di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 



BAB V I 

 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 
Pasal  24 

 

(1)  Penggunaan Tenaga Kerj a  Asing  di laksanakan secara  selek ti f  
dalam rangka  al i h tekhnologi  dan keah l ian . 

(2)  Setiap  pemberi  ke rja  yang  tel ah  memperoleh  i zi n  mempekerj akan  
Tenaga Kerja  Asing  baru waj i b  melaporkan  kepada Dinas  Tenaga 
Kerj a dan Transmigrasi .  

(3)  Setiap  pemberi  ke rja  yang  akan  memperpanjang  i zin  
mempekerj akan  Tenaga Kerj a  Asing  di  Daerah  waj ib  m emil ik i  Iz in  
perpanjangan te rtul is dari  Gubernur.  

(4)  Persyaratan  dan  tataca ra  untuk  mendapatkan  i zin  sebagaimana 
dimaksud pada aya t (3 ) , di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 25 

 

(1)  Pemberi  ke rja  o rang  perseorangan di l a rang  mempekerjakan  Tenaga 
Kerj a As ing . 

(2)  Kewaj iban memil ik i  i zi n perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  24  aya t  (3 ),  t i dak  berlaku  bagi  perwaki l an  negara  asing  yang 
mempergunakan tenaga Kerja  asing  sebagai  pegawai  di plomatik  
dan  konsule r .  

(3)  Tenaga Ker ja  Asing  dapat  di pekerj akan  di  Daerah  hanya  dalam 
hubungan Kerj a untuk j aba tan te rtentu dan  waktu te rten tu.  

 

Pasal 26 

 

(1)  Pemberi  ke rja  yang  akan memperpanjang Rencana Penggunaan 
Tenaga Kerja  Asing harus  mendapatkan pengesahan dari  Gubernur.  

(2)  Ketentuan  sebaga imana d imaksud pada aya t  (1 ),  t idak  berl aku  bagi  
ins tansi  pemeri ntah ,  badan Inte rsional  dan  perwaki l an  negara  
asi ng . 

(3)  P rosedur dan  tatacara  perpan jangan Rencana Penggunaan Tenaga 
Kerj a  Asing  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 
Pasal 27 

 
(4)  Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja  Asing  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  26 aya t (1 ) ,sekurang-
kurangnya  memuat: 

a . al asan penggunaan Tenaga Kerj a Asing ;  

b . jaba tan  dan/atau  kedudukan Tenaga Ker ja  Asing  dalam st ruktur  
o rganisasi  perusahaan yang bersangkutan ;  

c. jangka wak tu penggunaan Tenaga Ker ja Asing ;  

d . penunjukan  tenaga Kerja  w arga  Indonesia  s ebagai  pendamping  
Tenaga Kerja  Asing yang di pekerj akan .  

 



 

Pasal 28 

 

(1 ) Pemberi  Kerj a Tenaga Kerja  Asing waj i b:  

a . menunjuk  Tenaga Kerja  Indonesia sebagai  tenaga pendamping  
Tenaga Kerja  Asing yang d ipekerjakan un tuk  al i h teknologi  dan  
al ih keahl ian  dari  Tenaga Ke rja  Asing; 

b . melaksanakan pendidikan dan pela tihan  Kerj a bag i Tenaga Kerja  
Indones ia  sebagaimana dimaksud pada huruf  a,  yang  sesuai  
dengan kual i f ikasi  jabatan  yang diduduki oleh  Tenaga Kerja  
Asing; 

c. melaporkan keberadaan Tenaga Kerj a Asing  di  perusahaan 
kepada Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  setelah  
mendapatkan Iz in  Kerj a/ Iz inperpanjangan;  

d . melaporkan  secara berkala  p rogram pendid ikan  dan  pelati han  
bagi  tenaga Kerja  pendamping kepada Gubernur.  

(2 ) Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  huruf  a  dan  huruf  
b ,  t idak  berlaku  bagi  Tenaga Ker ja  Asing  yang menduduki  Jaba tan  
di reksi  dan /a tau komisaris.  

(3 ) P rosedur dan  ta ta  cara  pelaporan  sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1 )  huruf c  dan  huruf d,  di te tapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 
Pasal 29 

 
Tenaga Kerja  Asing di la rang  menduduki j abatan yang mengurus i  
personal ia  dan  atau  jabatan -jaba tan  te rten tu  sesuai  dengan peratu ran 
perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 30 

(1)  Pemberi  Kerj a  yang  mempekerjakan  Tenaga Kerja  Asing  di  Daerah  
waj ib  membayar kompensasi  kepada negara  atas  se t iap  Tenaga 
Kerj a As ing  yang dipekerjakan .  

(2)  Kewaj iban  membayar kompensasi  sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1 ) ,  t i dak  berl aku  bagi  i nstansi  pemerin tah,  perwaki l an  negara  
asi ng ,  badan -badan in te rnasional ,  lembaga sosial ,  lembaga 
keagamaan dan  jabatan -jaba tan  te r ten tu  di  lembaga pendidikan  
sesuai  dengan peratu ran  perundang-undangan yang berl aku .  

(3)  Besarnya  kompensasi ,  prosedur,  tata  cara  pembayaran  dan  
penggunaan kompensasi  di te tapkan sesuai  dengan peratu ran  
perundang -undangan yang berlaku.  

 
BAB V II 

 
HUBUNGAN KERJA 

 
Pasal 31 

 

(1)  Hubungan kerja  te rj adi  karena  adanya  perjanj ian  Kerja  an ta ra  
pengusaha dan pekerj a/buruh.  

(2)  Perj anj i an  kerj a  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  dibuat  
secara te r tul is  atau  l isan.  

(3)  Dalam  hal  perj anj i an  Kerj a  di bua t  secara  l isan,  maka pengusaha 
waj ib  membuat  sura t  pengangkatan  bagi  pekerja /buruh  yang 
bersangku tan. 



(4)  Syarat  s yara t perjanj ian kerj a:  
a . kesepakatan  kedua belah  pi hak ;  
b . kemampuan  atau  kecakapan melakukan perbua tan  hukum; 

c. adanya pekerjaan yang di perjanj ikan;  

d . pekerjaan  yang di perjanj ikan  ti dak  berten tangan dengan  
ke te r tiban umum, kesusi laan , dan pera tu ran  perundang-
undangan yang berlaku. 

(5)  Perj anj i an  kerja  yang  dibua t oleh  para  pihak yang bertentangan 
dengan keten tuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4 )  huru f  a  dan  
huruf  b , dapat  di batalkan.  

(6)  Perj anj i an  kerja  yang  dibua t oleh  para  pihak yang bertentangan 
dengan keten tuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4 )  huru f  c  dan  
huruf  d , batal  demi hukum.  

 

Pasal 32 

 

(1 ) Perj anj i an  kerja  di bua t un tuk wak tu  ter tentu  a tau untuk wak tu tidak  
te rtentu, 

(2 ) Perj anj i an  kerja  untuk  waktu te rtentu sebagaimana dimaksud pada  
ayat  (1 ),  di dasarkan atas ;  

a . Jangka waktu atau 

b . Selesainya  suatu  pekerjaan  te r tentu  

(3 ) Perj anj i an  kerj a un tuk  waktu te rten tu  hanya  dapat  di buat  untuk  
pekerjaan  te rten tu  yang  menurut  Jenis  dan  si fat  atau  kegia tan  
pekerjaannya  akan selesa i dalam waktu te rten tu,  yai tu : 

a . Pekerjaan  yang sekal i  selesai atau yang sementara si fatnya ;  

b . Pekerjaan  yang diperki rakan  penyelesaiannya  dalam  waktu  
yang tidak telal u l amadanpal i ng  lama 3 (t iga ) tahun;  

c. Pekerjaan  yang bersi fat  musiman, atau ;  

d . Pekerjaan  yang berhubungan dengan produk  baru,  kegia tan  
baru,  atau  p roduk  tambahan yang masih  dalam percobaan a tau  
penjajakan. 

(4 ) Perj anj i an  kerj a  un tuk  waktu  ter tentu  tidak dapat diadakan untuk  
pekerjaan  yang bersi fat  tetap.  

(5 ) Perj anj i an  kerja  waktu te r ten tu  yang  didasarkan atas j angka  waktu  
te rtentu  dapat  diadakan untuk  pal i ng  lama 2  (dua) tahun  dan  hanya  
boleh diperpanjang  1  (sa tu )  kal i  untuk j angka  waktu pal i ng  lama 1  
(sa tu ) tahun . 

(6 ) Perj anj i an  Kerja  waktu  te r tentu  dapat  diperbaharui  sete lah  melebihi  
masa tenggang waktu  30  (ti ga  puluh)  harp  berakhirnya  perjan j ian  
Kerj a  waktu te r ten tu  yang  l ama,  pembaruan perj anj i an  kerj a  waktu  
te rtentu  hanya  boleh  di l akukan 1  (sa tu )  kal i  dan pal i ng  l ama 2  (dua) 
tahun . 

(7 ) Perj anj i an  kerja ,  perpanjangan perjanj ian  Kerja  dan pembaru an 
perjan j ian  Kerj a  waktu  te rtentu  sebagaimana dimaksud pada ayat  
(5 )  dan  aya t  (6 ),  waj i b  di dasarkan  pada Dinas  Tenaga Kerja  dan  
Transmigrasi .  

(8 ) P rosedur,  tatacara  pembuatan,  dan  pendaf ta ran  soma pelaksanaan 
perjan j ian  kerj a di te tapkan dengan Keputusan Guber nur. 

 

Pasal 33 

 

Perj anj i an  Kerja  untuk  waktu  te rtentu  yang  ti dak  memenuhi  ketentuan 
sebagaimana d imaksud dalam  Pasal  32  aya t  (3 ) ,  (4 ) ,  (5 ) ,  (6 )  dan  aya t 
(7 ) , demi  hukum menjadi  perjanj ian  Kerj a wak tu tidak te rten tu.  



BAB V III  
 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 
 

Pasal 34 

 

(1)  Dalam melaksanakan hubungan indus tr ial ,  pemeri ntah  mempunyai  
fungsi  menetapkan kebi jakan ,  memberikan  pelayanan,  
melaksanakan pengawasan,  dan  melakukan penindakan te rhariap  
pelanggaran peratu ran  perundang -undangan Ketenagakerjaan. 

(2)  Dalam  melaksanakan hubungan i ndust rial ,  pekerja /buruh  dan  
serikat  pekerja /serika t buruhnya mempunyai  fungsi  menjalankan 
pekerjaan  sesuai  dengan kewaj i bannya,  menjaga  ke te rti ban demi 
kelangsungan p roduksi ,  menya lu rkan aspi rasi  secara  demok ra tis,  
mengembangkan ke te rampi l an,  dan  keahl i annya  ser ta  ikut  
memajukan  perusahaan dan  memperjuangkan kesejah te raan  
anggota beserta  keluarganya .  

(3)  Dalam  melaksanakan hubungan indust ri al ,  pengusaha dan  
o rganisasi  pengusahanya  m empunyai  fungsi  menciptakan  
kemit raan , mengembangkan usaha, memperl uas  lap angan Ker ja,  
dan  memberikan kesejah te raan  pekerja /buruh  secara  te rbuka,  
demokratis , dan  berkeadi lan.  

Hubungan Indus t rial  di l aksanakan melal ui  sarana : 
a . se rikat  pekerja /serika t buruh;  
b . o rganisasi  pengusaha;  
c. lembaga Kerj asama B ipar ti t ;  
d . lembaga Kerj asama Tr ipart i t;  
e . peratu ran Perusahaan;  
f . perjan j ian  Kerj a Bersama;  
g . peratu ran perundang -undangan Ketenagakerjaan ; 
h . lembaga penye lesaian  persel is ihan hubungan i ndus t rial .  

 

Pasal 36 

 

(1)  Setiap  pekerja /buruh  berhak membentuk dan  menjadi  anggota  
serikat  pekerja /serika t buruh.  

(2)  Serikat  pekerj a/ser ikat  buruh  di bentuk  oleh  sekurang -kurangnya  10  
(sepuluh) orang pekerj a/buruh .  

(3)  Serikat  pekerja /serikat  buruh  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2 ),  
memberi tahukan secara  te rtul is  untuk  dica ta t  di  Dinas  Tenaga Kerja  
dan  Transmigrasi .  

(4)  P rosedur dan  tatacara  pencata tan serika t pekerj a/serikat  buruh  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur  

 

Pasal 37 

 

(1)  Setiap  pengusaha berhak  m embentuk  dan  menjadi  anggota  
o rganisasi  pengusaha.  

(2)  Bentuk  Susunan Organisasi ,  Tugas  Pokok ,  Fungsi  dan  Ta ta  Kerja  
ser ta  personal ia  o rgan isasi  pengusaha di te tapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 



Pasal 38 

 

(1)  Pengusaha yang mempekerjakan  50  ( l ima puluh)  o rang  peker ja/  
buruh  atau  lebih,  waj i b  membentuk lembaga kerjasama bipar ti t  yang  
dicatatkan ke Dinas TenagaKerj a  dan  Transmigrasi .  

(2)  Lembaga ke rj asama biparti t  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  
berfungsi  sebagai  forum komunikasi ,  konsul tasi  dan  musyawarah  
untuk memecahkan permasalahan di  perusahaan.  

(3)  Keanggotaan  Lembaga Kerj asama Bipar ti t  terdi ri  da ri  unsur 
pengusaha dan  unsur serikat  pekerja /se rika t buruh dan atau unsur 
pekerja /buruh  yang d i tunjuk /di pi l ih  oleh  perkerja /buruh  secara  
demokratis .  

(4)  P rosedur dan  tatacara  pembentukan  dan  pencatatan  lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  di te tapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 

Pasal  39 

 

(1)  D i  Daerah  dibentuk Lembaga Kerj asama Tri parti t  P ropinsi ,  
Kotamadya,  dan  Kabupaten Administ ras i .  

(2)  Lembaga Kerjasama Tri parti t  memberikan  pertimbangan,  saran  dan  
pendapat  kepada Pemerintah  dan  pihak  te rkai t  dal am penyusunan 
kebi jakan  dan pemecahan  masalah Ketenagakerjaan. 

(3)  Keanggotaan  l embaga kerjasama Tr iparti t  terdi ri  da ri  unsur 
Pemeri ntah,  o rganisasi  pengusaha dan serika t pekerj a/ser ikat  
buruh . 

(4)  Pembentukan,  Susunan Organisasi ,  Tugas  Pokok ,  Fungsi  dan  Ta ta  
Kerj a  l embaga sebagaimana d imaksud pada aya t  (1 ) ,  di te tapkan 
sesuai  dengan peratu ranperundang -undangan  yang berlaku. 

 

Pasal 40 

 

(1)  Pengusaha yang mempekerj akan  pekerj a/buruh sekurang -kurangnya  
10  (sepuluh)  o rang  waj i b membuat  Pera tu ran  Perusahaan yang 
mulai  berl aku  setelah disahkan ol eh Gubernur.  

(2)  Kewaj iban  membuat  Pera tu ra n  Perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1 ),  t i dak  berl aku  bagi  perusahaan yang telah memil ik i  
Perj anj i an  Kerja  Bersama.  

 

Pasal 41 

 

(1)  Perj anj i an  Kerj a Bersama dibua t oleh serika t pekerj a/serikat  burah  
a tau  beberapa  serika t  pekerj a  serika t  buruh  yang te rc a ta t  pada  
Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  dengan pengusaha a tau  
beberapa pengusaha.  

(2)  Penyusunan Perjanj ian  Kerj a  Bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ),  di l aksanakan secara  musyawarah .  

(3)  Perj anj i an  Kerja  Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  
ha rus  di buat  secara  te rtul is dengan huruf  satin  dan menggunakan 
bahasa Indonesia .  



(4)  Dalam  hal  te rdapat  Perjanj ian  Kerj a  Bersama yang dibua t  t idak  
menggunakan bahasa  Indonesia,  maka Perj anj ian  Kerj a  Bersama 
te rsebut  harus  di te rjemahkan dalam bahasa  Indonesia  ole h  
pen te rjemah te rsumpah.  

(5)  Perj anj i an  Kerja  Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  
harus didaf ta rkan pada Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi .  

 
 

BAB IX 
 

PENYELESAIAN PERSELIS IHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
 

Bagian Pertama 
 

Persel is ihan  Hubungan Indus tri al  
 

Pasal 42 

 

(1)  Persel is ihan  Hubungan Indust rial  waj i b diupayakan penyelesaian  
te rlebih  dahulu  ol eh  pekerj a buruh  a tau  serikat  pekerj a/ser ikat  
buruh  dengan pengusahal /gabungan pengusaha melalui  
perundingan bi part i t secara  musyawarah untuk mufaka t.  

(2)  Dalam  hal  perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ,  t idak  
mencapai  kesepakatan  maka salah  sa tu  pihak  a tau  kedua belah  
pi hak  mencatat  persel is i hannya  kepada Dinas  dengan melampi rkan  
bukti  telah diadakan perundingan bi parti t  un tuk  di p roses  sesuai  
peratu ran perundang -undangan yang berlaku.  

 
Bagian Kedua 

 
Pemutusan Hubungan Kerja  

 
Pasal 43 

 

Pemutusan Hubungan Kerja  mel iputi  pemutusan  hubungan kerja  yang 
te rjadi  di  badan usaha yang berbadan hukum  atau  tidak,  m i l ik  o rang 
perseorangan,  m i l ik perseku tuan  a tau  m i l ik  badan huku m, baik  m i l ik 
swasta  maupun mi l ik  negara ,  maupun usaha -usaha sosial  dan  usaha -
usaha lai n  yang  mempunyai  pengurus  dn  mempekerjakan  orang  lai n 
dengna membayar upah atau  imbalan dalam bentuk  lai n. 

(1)  Pengusaha,  pekerj a/buruh , serika t pekerj a/serikat  buruh , dan 
Pemeri ntah  Daerah ,  dengan segala  upaya  harus  mengusahakan agar 
jangan te rj adi  pemutusan hubungan kerj a.  

(2)  Apabi l a  pemutusan hubungan Kerja  tidak dapat  dihindari , maka 
maksud pemutusan hubungan Kerj a  waj ib  di rundingkan oleh 
pengusaha dan  serikat  pekerja /serika t  buruh  a tau dengan 
pekerja /buruh  apabi l a pekerja/buruh  yang bersangku tan  tidak 
menjadi anggota  serika t pekerj a/serikat  buruh .  

(3)  Dalam hal  perund ingan sebagaimana dimaksud pada aya t (2 ) , t idak  
menghasi lkan  persetujuan,  pengusaha hanya dapat  memutuskan  
hubungan Kerja  dengan pekerja /buruh  setelah  memperoleh 
penetapan dari  Lembaga Penyelesaian Persel is i han Hubungan 
Indust rial .  

 



Pasal 45 

 

P rosedur dan  tatacara  Pemutusan Hubungan Kerja ,  pembayaran  uang 
pesangon,  uang pengganti an  masa Kerja  dan  pengganti an  hak 
di laksanakan sesuai  dengan peraturan  perundang -undangan yang 
berlaku . 

 
Bagian Keti ga 

 
Mogok Kerj a 

 
Pasal 46 

 

(1)  Mogok  Kerj a  sebagai  hak  dasar pekerja /buruh  dan  ser ikat  pekerja / 
se rikat  buruh  di lakukan secara  sah ,  te rti b,  dan  damai  sebagai 
aki ba t gagalnya perundingan. 

(2)  Pelaksanaan mogok  Ker ja  bagi  pekerja /buruh  yang bekerja  pada 
perusahaan yang melayani  kepentingan  umum dan/a tau  perusahaan 
yang jenis  kegia tannya  m embahayakan keselamatan  j iwa  manusia 
di atu r  sedemikian  rupa  sehingga tidak  mengganggu kepentingan 
umum dan/atau  membahayakan keselamatan  o rang  lain .  

(3)  Sekurang -kurangnya  dalam waktu  7  ( tuj uh)  hari  Ker ja  sebelum 
mogok Ker ja di laksanakan, pekerj a/buruh dan  serikat  pekerja / 
se rikat  buruh  waj ib  memberi tahukan secara  te rtul is  kepada 
pengusaha dan Gubernur.  

(4)  Pemberi tahuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) ,  sekurang -
kurangnya  memuat:  

a . hari ,  tanggal  dan j am dimulai  dan diakh iri  mogok  kerj a;  

b . tempat  mogok  Kerj a;  

c. al asan dan  sebab -sebab mengapa harus melakukan mogok  
kerj a; 

d . tanda  tangan ke tua  dan  sek re ta ris  dan /a tau  masing -masing 
ke tua  dan  sek re ta ris  serikat  pekerja/serika t  buruh  sebagai 
penanggung jawab mogok  kerja .  

(5)  Dalam hal  mogok  Kerja  di l akukan tidak sebagaimana dimaksud 
pada aya t (3 ),  maka untuk  menyelamatkan  al at  p roduksi  dan ase t 
perusahaan,  pengusaha dapat  mengambi l  t indakan sementara 
dengan cara: 

a . mela rang  para  pekerj a/buruh  yang mogok  kerj a  berada  di lokasi  
kegia tan p roses p roduksi ,  a tau ;  

b . apabi la  dianggap perlu  melarang  pekerja  buruh  yang mogok  
Kerj a berada  di  lokasi  perusahaan.  

 
Bagian Keempat 

 
Penutupan Perusahaan 

 
Pasal 47 

 

(1)  Penutupan perusahaan merupakan hak  dasar pengusaha untuk 
menolak  peker ja  buruh  sebagian  atau  selu ruhnya  untuk 
menjalankan pekerjaan sebaga i aki ba t gagalnya perundingan,  



(2)  Pengusaha tidak  dibenarkan  melakukan penutupan perusahaan 
sebagai  t indakan balasan  sehubungan adanya  tun tutan  normati f 
dari  pekerj a/buruhdan/atauserikatpekerja /serikat  buruh. 

(3)  Ti ndakan penutupan perusahaan harus  d i lakukan sesuai  dengan 
peratu ran perundang -undangan yang berlaku.  

 

BAB X 

 
FASIL ITASKESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH 

 
Pasal 48 

 

(1)  Setiap  Perusahaan waj i b menyelenggarakan  a tau  menyediakan  
fasi l i tas kesejahte raan pekerj a/buruh.  

(2)  Untuk menyelenggarakan  fasi l i tas  kesejahte raan  pekerja /buruh  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) , perusahaan waj ib  
menyediakan  sebagai beriku t;  

a . pelayanan keluarga  berencana 
b . tempat  peni tipan bayi  
c. perumahan peker ja/buruh 
d . fasi l i tas beribadah 
e . fasi l i tas olah raga 
f . fasi l i tas kan tin 
g . fasi l i tas kesehatan 
h . fasi l i tas rekreasi  
i . fasi l i tas is ti rahat  
j . koperasi  
k. angkutan 

(3)  P rosedur dan ta tacara  penyelenggaraan  fasi l i tas  kesejah te raan  
pekerja /buruh  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ,  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 49 

 

(1)  Pemeri ntah  Daerah  dapat  memberikan  ban tuan  sesuai  dengan 
kemampuan un tuk  te rselenggaranya kesejahte raan pekerj a/buruh.  

(2)  Bentuk  ban tuan  sebagaimana dimaksud pa da ayat  (1 ),  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 

BAB X I 

 
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PRAMUW ISMA  

 
Bagian Pertama  

 
Lembaga Penyedia  dan  Penyalu r  P ramuwisma  

 
Pasal 50 

 

(1)  Lembaga penyedia  dan  penyalu r  p ramuwisma dapat  melakukan 
penyediaan  tenaga kerja  P ramuwisma yang berasal  dari  dalam 
dan/a tau  luar  Daerah.  

(2)  Lembaga penyedia  dan  penyalu r p ramuwisma sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1 ),  waj i b  menyediakan  tempat  penampungan 
dan  fasi l i tas kesejahte raan calon  P ramuwisma.  



(3)  Lembaga penyedia  dan  penyalu r  p ramuwisma harus  berbadan 
hukum dan memperoleh i zi n operasional dari  Gubernur.  

(4)  Lembaga Penyedia dan  Penyalur  P ramuwisma yang berasal  dari  
Luar  Daerah yang akan  menempatkan pramuwisma di  Daerah  waj ib  
mendapat  Izi n Anta r  Kerj a Anta r  Daerah dari  Menteri .  

(5)  Pembinaan te rhadap lembaga penyedia  dan penyalu r  p ramuwisma 
di lakukan oleh Gubernur.  

(6)  P rosedur dan  ta ta  cara  penyediaan  tempat  penampungan fasi l i tas  
kesejahteraan,  dan  peri zinan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  
dan  ayat  (3 ),  d i te tapkan sesuai  dengan pera tu ran perundang -
undangan yang berlaku.  

 
Bagian Kedua 

 
Pengguna Jasa  P ramuwisma 

 
Pasal 51 

 

(1)  Pengguna jasa  p ramuwisma waj i b  membuat  perjanj ian  kerja  secara  
te rtul is dengan p ramuwisma dandi laporkan kepada Gubernur.  

(2)  Dalam  perj anj i an  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  diatu r  h ak  
dan  kewaj i ban  kedua belah pi hak .  

(3)  Bentuk  dan  is i  perjanj ian  keri a  sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2 ) , di tetapkan dengan Keputusan  Kepala  Dinas  Tenaga Kerja  dan  
Trasmigrasi .  

 
BAB X II 

 
PERLINDUNGAN 

 
Bagian Pertama  

 
Perl indungan Kerj a 

 
Pasal 52 

 

(1)  Setiap  pekerj a/buruh  berhak  mendapat  perl i ndungan atas  
keselamatan  kerj a,  kesehatan kerja,  dan  h igiene  perusahaan,  
Li ngkungan kerj a,  kesusi l aan ,  pemel iharaan  mori l  ke rja  serta  
perlakuan yang sesuai dengan martaba t manusia  dan moral  agama.  

(2)  Ti ap perusahaan waj i b melaksanakan perl indungan tenaga kerja  
yang  terdi ri  ;  

a . Norma keselamatan  kerja  

b . Norma kesehatan kerja dan h igiene  perusahaan  

c. Norma kerj a anak  dan perempuan 

d . Norma jaminan sosial  tenaga kerja .  

(3)  Bentuk  perl indungan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  
(2 ) , di laksanakan sesuai  dengan pera tu ran perundang -undangan 
yang berl aku . 

(4)  P rosedur dan  tata cara pemberi an  perl i ndungan sebagaimana 
dimaksud pada aya t  (1 ),  dan  ayat  (2) ,  di tetapkan dengan Keputusan  
Gubernur 

 



Pasal 53 

 

(1)  Pengusaha waj i b  menerapkan sistem mana jemen keselamatan  dan 
kesehatan  ker ja  yang  te rin tegrasi  dengan sistem manajemen 
perusahaan. 

(2)  Ketentuan  mengenai  penerapan sistim  manajemen keselamatan  dan 
kesehatan  kerj a  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  di tetapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 54 

 

(1)  Setiap  pesawat,  instalasi ,  mesin ,  perala tan,  bahan,  barang  dan  
p roduk  tekn is l ainnya,  baik  berdi ri  sendi ri  maupun dalam satu  
kesatuan  yang mempunyai  potensi  kecelakaan, peledakan,  
kebakaran ,  keracunan,  penyakit  aki bat  ke rja  dan  timbulnya  bahaya  
l i ngkungan kerj a  h arus  memenuhi  s yarat -syarat  Kese lamatan  dan  
Kesehatan Kerja , Higi ene Perusahaan,  Li ngkungan Kerja .  

(2)  Penerapan syarat  s yarat  Keselamatan  dan Kesehatan Ker ja,  
H igiene  Perusahaan,  Lingkungan Kerja  ber laku  untuk se tiap tahap 
pekerjaan  perancangan,  pembuatan,  pe nguj ian ,  pemakaian  a tau  
penggunaan dan  pembongkaran  a tau  pemusnahan melalui  
pendeka tan  kesis teman dan  di laksanakan sesuai  dengan peratu ran  
perundang -undangan yang berlaku.  

(3)  Untuk  memenuhi  s yara t -syara t  sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2 ) ,  maka te rhadap peral atan  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  
harus  di lakukan pemeriksaan administ rasi  dan  fis ik,  ser ta  pengu j ian  
secara teknis oleh Pegawai  Pengawas Ketenagakerj aan. 

(4)  Dalam  hal  perala tan  yang tel ah  d i lakukan pemeriksaan dan  
penguj i an  sebagaimana dimaksud pada a ya t (3) ,  memenuhi  
persyara tan keselamatan  dan  kesehatan  kerj a sesuai  dengan 
tahapan  pekerjaan  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2 ) , diberikan  
i zi n ol eh  Gubernur.  

(5)  P rosedur dan  tatacara  pemeriksaan dan  pengu j ian  serta  untuk  
memperoleh  i zi n  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3 )  dan  aya t  (4 ),  
di te tapkan dengan keputusan Gubernur.  

 
Bagian Kedua  

 
W aktu Kerj a,  Pekerj a Anak  dan Pekerj a Perempuan  

 
Pasal 55 

 
(1 ) Setiap pengusaha waj ibmelaksanakan ketentuan  waktukerja  

a . 7  ( tuj uh)  jam  sehari  dan  40  (empat  puluh)  j am seminggu un t uk 
6  (enam ) hari  kerj a  dan  1  (satu )  hari  is ti raha t  m ingguan dalam  
seminggu. 

b . 8  (delapan) jam  sehari  dan  40  (empat  puluh)  jam  seminggu 
untuk  5  (l ima) hari  ke rja  dan  2  (dua) hari  is ti rahat  m ingguan 
dalam seminggu. 

c. waktu ker ja khusus pada sekto r  usaha a tau  pek erjaan  te r ten tu .  

(2 ) Pengusaha yang mempekerj akan  pekerja /buruh  melebihiwaktu  
kerj a pada ayat  (1 ) huru f a dan  huruf  b , te rsebut  di atas harus:  



a. ada  persetujuan pekerj a/buruh.  

b . pal ing  banyak  3  ( t iga )  jam  sehari  dan  14  (empat  belas )  j am  
seminggu. 

c. waj ib  membayar up ah kerja  lembur.  

d . pengusaha waj ib  memberikan  isti raha t kepada pekerja  

e . ada  persetujuan te rtul is dari  Gubernur.  

(3 ) Pengusaha waj ib memberikan is ti rahat  kepada pekerj a/buruh : 

a . is ti rahat  an ta ra,  sekurang -kurangnya setengah jam se tel ah 
bekerja  4  (empat)  jam te rus  menerus . 

b . is ti rahat  m ingguan 1  (satu ) hari  un tuk  6 (enam ) hari  ke rja  dalam  
1  (satu )  m inggu a tau  2  (dua) hari  untuk  5  (l ima) hari  ke rj a  dalam  
1  (sa tu ) m inggu.  

c. is ti rahat pada hari  l ibur  resmi.  

d . is ti rahat/cuti  tahunan sekurang -kurangnya  12  (dua  belas )  hari  
ke rj a setel ah  bekerja  12(dua  belas ) bulan  te rus menerus.  

e . is ti rahat  bagi peker ja  perempuan yang melah irkan  anak  selama 
1 ,5  (satu  setengah) bulan  sebe lum dan saat  melahi rkan  dan  1 ,5 
(sa tu  setengah) bu lan  sesudah melahi rkan, atau  gugur kandung.  

(4 ) Pelaksanaan waktu  is ti raha t  tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (3 )  huruf  d  d iatu r  dalam  perj anj i an  ker ja,  peratu ran 
perusahaan, a tau perjanj ian  kerj a bersama.  

(5 ) Pelaksanaan keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  (2 ),  
(3 )  dan ayat (4) , di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur. 

 

Pasal 56 

 
(1)  Pengusaha di la rang  mempekerjakan  anak.  
(2)  Pengecual ian pada ayat  (1 ),  tersebut dia tas  bagi  

a . anak  berumur 13  (t iga  belas )  tahun  sampai  dengan 15 (l ima  
belas )  tahun  untuk  melakukan pekerj aan  ringan  sepanjang  ti dak  
mengganggu perkembangan dan  kesehatan fis ik  mental  dan 
sosial .  

b . anak  berumur pal ing  sedik i t  14  (empat  belas )  tahun  dapat  
melakukan pekerjaan  di tempat  kerja  bagian  dari  ku rikul um  
pendidikan  a tau  pela tihan  yang sah dan diberi  petunjuk kerja  
yang  j elas ,  bimbingan,  pengawasan dan  perl i ndungan  
kesehmatan  dan kesehatan  kerja .  

c. anak  dapat melakukan pekerj aan untuk mengembangkan bakat  
dan  mina tnya  dengan syarat  di bawah pengawasan langsung 
o rang  tua/wal i ,  wak tu  kerja  pal i ng  l ama 3  ( tiga)  jam  sehari  se r ta 
kondisi  dan  L ingkungan kerj a  tidak  mengganggu  perkembangan 
f is ik, mental , sosial  dan wak tu  seko lah .  

(3)  Pengusaha yang mempekerj akan  anak  harus memenuhi persyara tan  
a . ada  i zin  te r tul is  dari  o rang - tua /wal i ;  
b . ada  perj anj i an  kerja  an ta ra pengusaha dengan o rang tua

A
wali ; 

c. waktu ker ja maksimum 3  ( tiga)  jam;  
d . di lakukan siang hari  dan tidak  mengganggu wak tu sekolah ;  

e . keselamatan  dan kesehatan  kerja ;  
f . adanya hubungan kerj a yang  jel as,  dan  
g . menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berl aku .  

 



Pasal 57 

 

(1)  Pengusaha di la rang  mempekerjakan  dan  mel ibatkan  anak  pada 
pekerjaan  pekerjaan yang te rburuk.  

(2)  Pekerjaan -pekerjaan  yang te rburuk  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ),  mel ipu ti :   
a . segala pekerj aan  dalam bentuk perbudakan a tau sejenisnya ;  
b . segala  pekerj aan  yang memanfaatkan,  menyediakan,  a tau  

menawarkan  anak  untuk  pelacuran,  p roduk si  pornogra fi ,  
pertunjukan  porno,  a tau perjudian ;  

c. segala  pekerj aan  yang memanfaatkan,  menyediakan,  a tau  
mel ibatkan  anak  un tuk  p roduksi  dan  perdagangan minuman  
keras,  narkotika , psiko tropika,  dan zat  adik ti f  lai nnya; dan/atau  

d . semua pekerjaan  yang membahayak an kesehatan, keselamatan,  
a tau moral  anak.  

(3)  Jenis -jenis  pekerjaan  yang membahayakan kesehatan,  
keselamatan ,  atau  moral  anak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  
huruf  d , di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 58 

 

(1)  Pemeri ntah  Daerah berkewaj iban melakuka n upaya  penanggulangan 
anak  yang bekerj a di  l ua r hubungan kerj a.  

(2)  Upaya  penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 59 

(1 ) Pengusaha di l arang mempekerj akan pekerj a buruh perempuan 
hamil  yang  menuru t  ke te rangan  dokter  berbahaya  bagi  kesehatan  
dan  keselamatan  kandungannya  maupun di rinya  bi l a  bekerja  an ta ra  
puku  23 .00 s /d 07 .00.  

(2 ) Pengusaha yang mempekerj akan  perempuan an ta ra  pukul 23 .00  s/d  
 07.00  waj ib:   

a . memberikan makanan dan minuman bergi zi .  

b . menjaga  kesusi laan dan keamanan selama di tempat  kerja ,  

c. menyediakan  an ta r  jemput  bagi  pekerja  perempuan yang 
berangka t danpulang  bekerjaan ta ra  pukul 23 .00s /d  pukul 05 .00.  

d . memperoleh i j in dari  Gubernur.  

(3 ) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  dan  aya t  (2 ),  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 
Bagian Keti ga   

 
Pengupahan  

 
Pasal 60 

 
Setiap  pekerja /buruh  berhak  memperoleh  penghas i lan  yang  memenuh i 
penghidupan yang l ayak  bagi  kemanusiaan  sesuai  dengan peratu ran 
perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 61 

 

(1)  Upah Minimum Propinsi  dan  Upah Minimum Sektoral  P ropinsi  
di te tapkan dengan Keputusan  Gubernur dengan memperha tikan  
rekomendasi dari  Dewan Pengupahan P ropins i .  



(2)  Upah Minimum Sekto ral  P ropinsi  di tetapkan dengan Keputusan  
Gubernur sesuai  kesepaka tan  an ta ra  Serikat  Perkerja /Serik at  Buruh  
Sekto r  dengan Asosiasi  Perusahaan di  sekto r  yang  bersangkutan,  
dengan memperha tikan rekomendasi Dewan Pengupahan P ropins i .  

(3)  Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi  sebagaimana 
dimaksud pada aya t  (1 ) ,  dia rahkan kepada pencapaian  kebutuhan 
hi dup l ayak  dan  dengan memperhatikan  p rodukt i vi tas  dan  
pertumbuhan ekonomi Daerah.  

(4)  Pengusaha di l arang membayar upah lebih  rendah dari  Upah 
Minimum Propinsi  dan  Upah Minimum Sekto ral  Propinsi .  

(5)  Bagi  pengusaha yang tidak  mampu membayar upah minimum 
propins i  dapat  mengajukan penangguhan kepada  Gubernur. 

(6)  P rosedur dan  ta tacara penangguhan Upah Minimum Propinsi  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 62 

 

(1)  Pengusaha menyusun s tuktu r  dan  skala  upah dengan  
memperha tikan golongan jaba tan , masakerja ,  pendidikandan  
kompetensi .  

(2)  Pengusaha melakukan peninjauan upah secara  berkala  dengan 
memperha tikan kemampuan perusahaan dan  p roduk ti vi tas.  

(3)  Pengatur  pengupahan yang di tetapkan dalam perjanj ian ker ja,  
peratu ran perusahaan dan  perjanj ian kerja  bersama tidak  boleh  
lebih  rendah  a tau  bertentangan dengan peratu ran  perundang -
undangan yang berlaku.  

(4)  Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  
p rosedur dan  tatacara  peninj auan upah secara  berkala  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  di te tapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 
Bagian Keempat 

 
Jaminan Sosia l  

 
Pasal 63 

 
(1)  Setiap  pekerja /buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  

jaminan sosial  tenaga kerja .  

(2)  Jaminan  sosial  tenaga kerj a  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  
mel iputi , j aminan  sosial  dalam hubungan kerj a dan  jaminan sosia l  di  
lua r hubungan kerja .  

 
Pasal 64 

 

(1)  Jaminan  sosial  dalam hubungan kerj a sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  63  aya t  (2 ),  m el ipu ti  wak tu  te rten tu  dan  waktu  ti dak  te r tentu  
ser ta  di luar j am kerja.  

(2)  Jaminan sosial  dalam hubungan kerja : 

a . untuk wak tu te r ten tu  terdi r i  da ri  jaminan  kecelakaan kerj a dan  
jaminan kemati an.  

b . untuk  waktu  tidak  ter tentu  terdi ri  da ri  j aminan  kecelakaan ker ja,  
jaminan  kematian,  j aminan  hari  tua  dan  jaminan  pemel iharaan  
kesehatan. 



c. untuk  di  l ua r  j am kerj a  te rdi ri  da ri  jaminan  kecelakaan di ri  dan  
jaminan kemati an.  

(3)  Jaminan  sosial  di l ua r  hubungna kerja  merupakan jaminan sosial  
bagi  tenaga kerja  yang bekeja  di  sekto r in fo rmal.  

(4)  Pelaksanaan keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ) huru f  
a , huru f c , dan  ayat (3 ) di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

(5)  Pelaksanaan keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ) huru f  
b , sesuai  dengan peratu ran  perundang -undangan yang berlaku.  

 

Pasal 65   

 

(1 ) Jaminan  sosial  di  l ua r  hubungan kerja  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  63  ayat (2 ), te rd iri  da ri :  

a . jaminan pemel i haraan kesehatan ; 

b . jaminan kecelakaan di ri  dan  jaminan kematian.  

(2)  Pelaksanaan ketentutan  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  
di te tapkan dengan Keputusan Gubernur.  

(3)  P rosedur dan  ta ta  cara penyelenggaraan , j enis  dan  besarnya:  i u ran  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  di te tapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 
BAB X III  

 
DEW AN PENGUPAHAN PROPINSI  

 
Pasal 66 

 

(1)  Untuk memberikan saran,  per timbangan, dan merumuskan kebi j akan  
pengupahan yang akan  di tetapkan oleh  Gubernur,  se rta  antuk  
pengembangan sistem pengupahan di bentuk  Dewan Pen gupahan 
P ropinsi .  

(2)  Keanggotaan  Dewan Pengupahan P ropins i  sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) ,  te rdi ri  da ri  unsur pemeri ntah,  o rganisasi  pengusaha,  
serikatpekerj a/serikat  buruh , perguruan  ti nggi dan  pakar.  

(3)  Keanggotaan  Dewan Pengupahan P ropinsi  di angkat  dan  
di berhen tikan o leh  Gubernur.  

(4)  P rosedur dan  ta ta  cara  pembentukan,  susunan keanggotaan,  
pemberhenti an  anggota ,  tugas  dan  ta ta  kerj a  Dewan Pengupahan 
P ropinsi  sebagaimana dimaksud aya t  (1 ) ,  (2 )  dan  aya t  (3 ),  
di teaipkan dengan keputusan  Gubernur.  

 
BAB X IV  

 
RETRIBUSI 

 
Pasal  67 

 

(1 ) Terhadap pelayanan Ketenagakerj aan dikenakan pungutan  re tr ibusi  
yang  besarnya  di tetapkan berdasarkan  Peratu ran  Daerah  tentang  
Ret ri busi  Daerah.  

(2 ) Pelayanan Ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud ayat  (1 ) , te rdi ri  
da ri :   

a . Iz i n Pemakaian Pesawat.  
b . Iz i n Pemakaian Ins tal asi .  

c. Iz i n Pemakaian Mesin,  

d . Iz i n Pemakaian Peralatan.  



e. Iz i n Pemakaian Bahan.  
f . Iz i n Lembaga Pelatihan  Kerj a.  
g . Iz i n  Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja  dan  Lembaga Bursa  

Kerj a Khusus. 
h . Iz i n Operasional Penyedia  dan Penyalu r  P ramuwisma.  
i . Iz i n Tempat  Penampungan Tenaga Kerja .  
j . Iz i n Mempekerj akan Pekerja  Perempuan Malam Hari .   
k. Pengesahan Peraturan  Perusahaan. 1.Rekomendas i.  

l . Pendaf ta ran Perjanj ian  Kerj a Bersama.  
m. Pemakaian Fasi l i tas  Ke tenagakerjaan  Mi l ik  Pemerin tah  Daerah.   

 
BAB XV 

 
PEMBINAAN,  PENGAW ASAN,  DAN PENGENDALIAN 

 
Bagian Pertama  

 
Pembinaan  

 
Pasal 68 

 
(1)  Gubernur melakukan pembinaan te rhadap kegiatan  

Ketenagakerj aan sebagaimana dimaksud dalam Pera tu ran Daerah  
in i . 

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  an ta ra lai n  
a . bimbingan dan penyuluhan d i bidang Ketenagakerjaan ; 
b . bimbingan perencanaan tekn is di bidang Ketenagakerj aan ; 
c. pemberdayaan masyarakat  di  bi dang Ketenagakerjaan. 

(3)  P rosedur dan  ta ta  cara  pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2 ),  di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 
  

Bagian Kedua 
 

Pengawasan 
 

Pasal 69 
 

(1)  Pengawasan Ketenagakerjaan  di lakukan oleh  pegawai  pengawas  
Ketenagakerj aan  yang mempunyai  kompetensi  dan  independe n 
guna menjamin  pelaksanaan peraturan  perundang -undangan  
Ketenagakerj aan. 

(2)  Pegawai  Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  di angkat  
sesuai  dengan Pera tu ranPerundang -undanganyang berl aku.  

(3)  P rosedur dan  tatacara  pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ),  di tetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  

 
Bagian Keti ga   

 
Pengendal i an 

 
Pasal 70 

 

(1)  Gubernur melakukan pengendal ian te rhad ap kegia tan  
Ketenagakerj aan  sebagaimana  d imaksud dalam  peratu ran  daerah  
in i . 

(2)  Setiap  perusahaan w aj ib  m elaporkan  kegia tan  Ketenagakerj aan  
secara te r tul is  kepada Gubernur;  
a . keadaan Ketenagakerj aan  di  perusahaan; 



b. kecelakaan baik dalam hubungan kerj a maupun di  luar  huiungan 
kerj a; 

c. mempekerj akan  perempuan pada malam hari ;  
d . mempekerj akan  anak yang te rpaksa beker ja;  
e . penyimpangan wak tu  kerja  dan  isti raha t.  

(3)  Ta tacara  pelaksanaan pengenda l ian  dan  pelaporan  sebagamana  
dimaksud pada aya t  (1 )  dan  ayat  (2 ) ,  di tetapkan denga n Keputusan  
Gubernur. 

 
BAB XVI  

 
KETENTUAN P IDANA  

 
Pasal 71 

 

(1 ) Pelanggaran  te rhadap keten tuan  sebagaimana dimaksud dalasPasal  
7  aya t  (3 )  dan  ayat  (4 ) ,  Pasal  15  aya t  (1 ),  Pasal  16  ayat  (4 ) ,  

A
at  (5)  

dan  ayat  (6) ,  Pasal  20 aya t  (2 ),  Pasal  22  ayat  (1 ),  Pasal  28  ayat  (1)  
huruf  c  dan  d,  Pasal  32  ayat  (7) ,  Pasal  36  aya t  (3 ) ,  Pasal  38  ayat  
(1 ) , Pasal  48  ayat  (1) ,  Pasal  50 aya t  (2 )  dan  ayat  (3 ),  Pasal  51  ayat  
(1 ) ,  dan  Pasal  54  ayat  (1 )  diancam pidana kurungan pal ing  lama 6  
(enam) bulan  atau  denda sebanyak -banyaknya  Rp.  5.000 .000 ,00  
( l ima j uta  rup iah) .  

(2 ) Terhadap pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  dapat  
di bebankan bi aya paksaan penegakan hukum.  

(3 ) Sanksi  te rhadap pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  
t idak  menghi l angkan kewaj iban  pengusaha membayar ha k -hak  
dan /a tau  ganti  ke rugian kepada tenaga kerja /buruh .  

(4 ) Gubernur menetapkan pelaksanaan dan  besarnya  biaya  
sebagaimana d imaksud pada aya t (2 ) .  

 
Pasal72 

 

Terhadap perbuatan  yang dapat  dik las i f ikasikan  sebagai  t i ndak pidana 
selain  sebagaimana te rsebut  dalam  Pasal  71  ayat  (1 ) ,  yang  di atu r 
dalam  suatu  ke tentuan  perundang-undangan d iancam pidana 
sebagaimana di atur  dalam pera tu ran  perundang -undangan yang 
berlaku . 

 
BAB XVII 

 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 73 

 

(1 ) Selain  dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal  71  dan  Pasal  72 ,  te rhadap pelanggaran  Pera tu ran  Daerah  ini  
dapat  dikenakan sanksi  administ rasi  berupa :  

a . Teguran 

b . Peri ngatan te rtul is  
c. Pembatalan  kegia tan  usaha 
d . Pembekuan kegiatan usaha 
e . Pembatalan  persetujuan 
f . Pembatalan  pendaf ta ran 
g . Penghenti an sementara sebahagian atau selu ruh alat  p roduksi  
h . Pencabutan  i zin .  

(2 ) P rosedur,  ta ta  cara  dan  pelaksanaan sanksi  administ rasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  di te tapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  



 
BAB XVIII  

 
PENYIDIKAN 
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(1)  Selain  Pejaba t  Penyidik  Umum yang be r tugas  menyidik  teidak  
Pidana,  penyidikan  a tas  tindak  pi dana sebagaimana dimaksud 
dalam  Peratu ran  Daerah  i ni ,  dapa t  di l akukan juga  oleh  Penyidik  
Pegawai  Negeri  Sipi l  di  Lingkungan Pemerin tah Daerah  yang 
pengangka tannya  di tetapkan sesuai  dengan peraturan  pe rundang- 
undangan yang berlaku. 

(2)  Dalam  melaksanakan tugas  penyidikan ,  para  pejabat  penyidik  
Pegawai  Negeri  Sipi l  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  d ia tas,  
berwenang : 

a . Menerima laporan  a tau  pengaduan dari  seseorang  tentang  
ai bnya tindak pidana; 

b . Melaksanakan tindakan per tama pada saa t  i tu  di tempat  kej i dian  
dan  melakukan pemeriksaan;  

c. Menyuruh  berhen ti  seorang  te rsangka  dan  memer iksa  Snda  
pengenal di ri  te rsangka ;  

d . Melakukan penyi taan benda a tau  sura t;  

e . Mengambi l  s i dik j ar i  dan  memotret  seseorang;  

f . Memanggi l  o rang  un tuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  
te rsangka  a tau  saksi :  

g . Mendatangkan tenaga ahl i  yang  diperl ukan  dalam  hubmgan  
dengan pemeriksaan perkara ;  

h . Mengadakan penghenti an  penyid ikan  se tel ah  mendapat pennjuk  
dari  penyidik  bahwa ti dak  te rdapat  cukup  bukti  a tau peri stiwa  
te rsebut  bukan m erupakan ti ndak  p idana dan  selanjutnya  m elalui  
penyidik memberi tahukan hal  te rsebut  kepada Penuntu t U mum, 
te rsangka  a tau  keluarganya;  

i . Mengadakan tindakan l ain  menuru t hukum yang dapat  
di per tanggung jawabkan.  

(3)  Dalam melaksanakan tugasnya,  penyidik  sebagaimana dim aksud 
pada ayat  (1 ) , t idak  berwenang melakukan penangkapan,  
penahanan dan  a tau  penggeledahan.  

(4)  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipi l  sebagaimana d imaksud fada  ayat  (2 ),  
membuat beri ta acara  set iap  ti ndakan tentang : 

a . pemeriksaan te rsangka;  pemasukan rumah;  penyi taan  benda; 
pemeriksaan surat ; pemeriksaan saksi ;  

b . pemeriksaan di tempat  kej adian  dan mengi rimkannya berkasnya 
kepada Pengadi lan  Neger i  melal ui  penyidik  Pol is i  Negara 
Republ ik  Indonesia.  

 
BAB X IX 

 
KETENTUANPERALIHAN 

 
Pasal75 

 

(1 ) Iz i n  Ketenagakerjaan  yang ada  sebelum  d iberl akukannya  Peratu ran  
Daerah  i ni  masih  te tap  berl aku  sampai  dengan berakhi rnya  masa 
Iz i n yang bersangku tan.  



(2 ) Semua peri zi nan dan  pengesahan d ibidang Ketenagakerjaan  waj ib  
menyesuaikan  pal ing  lambat  1  (sa tu )  tahun  sejak  di berl akukannya  
Peraturan  Daerah i ni .  

(3 ) Selama belum  di tetapkan peratu ran  pelaksanaan berdasarkan  
Peraturan  Daerah  ini  maka semua peratu ran  pelaksanaan yang ada  
tetap  ber laku  sepanjang  ti dak  ber tentangan  dengan  Peratu ran  
Daerah i ni .  

 

BAB XX  

 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 76 

 

Hal -hal  yang  merupakan pelaksanaan Peratu ran  Daerah i ni  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 77 

 

Dengan berlakunya  Peratu ran  Daerah  ini , maka : 

a . Peraturan  Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  
Nomor 7  Tahun 1989 tentang Keten tuan  Penyelenggaraan  
Kesejahte raan Pekerj a pada Perusahaan di  W ilayah Daerah  Khusus  
Ibukota Jakarta ;  

b . Peraturan  Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  
6  Tahun 1993 ten tang  Pembinaan Kesejahteraan  P ramuwisma di  
Daerah Khusus Ibuko ta  Jakarta , dinya takan  tidak berlaku l agi .  

 
Pasal 78 

 
PeraturanDaerah  inimulai  berlaku  pada tanggal  di undangkan.  
Agar set iap  orang mengetahuinya,  memeri ntahkan pengundangan 
Peraturan  Daerah  ini  dengan penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah 
P ropinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta . 
 

D i te tapkan di  Jakarta  

pada tanggal 12 Jul i  2004 
 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
 
 
 

SUTIYOSO 
Diundangkan di  Jakarta   
pada tanggal 27 Jul i  2004 
 

SEKRETARIS  DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  

 IBUKOTA JAKARTA, 

 

 

 H. RITOLA TASMAYA 

 NIP . 140091657 


